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PENETAPAN
Nomor 14/Pdt.P/2021/MS.Lsm
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah
menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
yang diajukan oleh:

Ari Gunawan Bin Zakaria Tahir, tempat dan tanggal lahir Simpang
Kramat, 01 Januari 1997, agama Islam, pekerjaan Nelayan,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat
kediaman di Pusong Lama, Dusun Pasi Lr. V, Desa Pusong
Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe

Provinsi Aceh sebagai Pemohon |

Ega Silvia Binti Sabaruddin, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 16
Juni 1999, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat
kediaman di Jalan Kamboja Lingk.li Desa Kuta Blang,
Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh

sebagai Pemohon Il;
Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka
sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Januari

2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe
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dengan Nomor 14/Pdt.P/2021/MS.Lsm dengan dalil-dalil pada pokoknya

sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon |l telah melangsungkan
pernikahan pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 di Lhokseumawe,
bertindak sebagai wali adalah Sabaruddin (ayah kandung Pemohon Il) dan
mewakilah kepada tgk hanafiah dan yang menjadi saksi Nikah adalah
Agus Saputra ( Orang Tua pemohon 1) dan Muhammad Akbar Rudin
(‘abang kandung dari pemohon satu dan Nuraini Orang Tua angkat dari
pemohon Il ) dengan Mas Kawin 6 (Enam) Mayam Emas Murni, dan
pernikahan dilakukan atas dasar suka sama suka dan atas izin orang tua

kedua belah pihak.

2. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon |l tidak ada hubungan
darah atau sesusuan serta telah memenuhi syarat dan atau tidak ada
larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan
Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Pemohon | berstatus
Perjaka dan Pemohon Il berstatus Perawan.

4, Bahwa setelah pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il sudah

dikaruniai 2 (Dua) orang anak yaitu:

4.1 Arsi Nabila, Lahir di Lhokseumawe tanggal 20 Februari 2018
4.2 Arsyah Rifatul Hag di Lhokseumawe tanggal 29 Oktober
2019

5. Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon | dan Pemohon I

tersebut tidak ada pihak ketiga atau siapapun juga yang mengganggu

gugat atas terlaksananya pernikahan.

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon | dan Pemohon Il
tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama
Kecamatan Banda Sakti, karena Pemohon | dan Pemohon Il tidak menikah

di Kantor Urusan Agama setempat.
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7. Bahwa para Pemohon memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah
dari Mahkamah Syar’iyah untuk buku kutipan Akta Nikah dari Kantor

Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, maka dengan ini
Pemohon mohon kepada Ketua Hakim Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe c/q
MajelisHakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini

yang amarnya sebagai berikut:

Primer :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon I

2. Menetapkan sah Nikah Pemohon | ( Ari Gunawan bin Zakaria Tahir )
dengan Pemohon Il ( Ega Silvia binti Sabaruddin ) yang berlangsung pada
hari Jumat Tanggal 12 Mei 2017 di Lhokseumawe, Kecamatan Banda
Sakti, Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh.

3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banda

Sakti untuk mencatat pernikahan tersebut dalam buku Akta Nikah.

4, Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya
perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo

et bono).

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Hakim telah mengumumkan
permohonan pengesahan nikah tersebut melalui papan pengumuman
Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe, dan selanjutnya memanggil Pemohon |
dan Pemohon Il untuk hadir di persidangan, dimana panggilan tersebut telah

disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon | dan
Pemohon Il datang secara in person menghadap di persidangan, selanjutnya
dibacakan surat permohonan yang isinya Para Pemohon ada memperbaikinya
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yaitu pekerjaan Pemohon | sebagai Nelayan dan Pemohon Il sebagai Ibu

Rumah Tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon | dan
Pemohon Il telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1173020101970014,
tanggal 10-03-2020, atas nama Pemohon |, yang dikeluarkan oleh
Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe,
bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi
tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1173025606990001,
tanggal 10-03-2020, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh
Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe,
bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi
tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Nikah Nomor : 474.2/01/2021, tanggal 05-
01-2021, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Pusong Lama,
Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, bukti surat tersebut
telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Pencatatan Nikah dan Perceraian Nomor : B-
024/Kua.01.22.2/Pw.01/01/2021, tanggal 11-01-2021, yang
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda
Sakti Kota Lhokseumawe, bukti surat tersebut telah diberi meterai
cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1 I . ur [l tahun, agama Islam,
pekerjaan [l tempat kediaman di Gampong |G,

Kecamatan |, Kota Lhokseumawe di bawah sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut:
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- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai
ayabh tiri dari Pemohon II;

- Bahwa hubungan Pemohon | dengan Pemohon II adalah suami
istri, yang telah menikah pada tahun 2017 di Gampong Kandang,
Kecamatan Banda Sakti, sampai sekarang telah dikaruniai 2 (dua)
orang anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi wali nikahnya adalah
ayah kandung Pemohon Il di hadapan gadhi nikah Tgk. Hanafiah
yaitu tokoh agama di kampung tersebut dan telah diberi wakilah
oleh ayah Pemohon Il, karena pada saat itu ayah kandung
Pemohon Il tidak bisa hadir karena sakit keras dan saksi nikahnya
bernama M. Akbar Rudin dan saksi sendiri dengan mahar berupa 6
(enam) mayam emas dibayar tunai;

- Bahwa sampai sekarang tidak ada masyarakat yang keberatan
dengan pernikahan para Pemohon;

- Bahwa tidak ada halangan syar’i terhadap pernikahan para
Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon | dan Pemohon II
belum pernah bercerai;

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah
untuk melengkapi Administrasi yang memerlukan buku nikah dan

kepastian hukum pernikahan keduanya;

2 . . ur [l tahun, agama Islam,
pekerjaan | I tcmpat kediaman di Gampong | R
B <ccamatan [ <ota Lhokseumawe di

bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai
abang kandung Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon | dengan Pemohon Il adalah suami
istri, yang telah menikah sekitar 3 tahun yang lalu di Gampong
Kandang, Kecamatan Banda Sakti, sampai sekarang telah

dikaruniai 2 (dua) orang anak;
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- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi wali nikahnya adalah
ayah kandung Pemohon Il di hadapan gadhi nikah Tgk. Hanafiah
yaitu tokoh agama di kampung tersebut dan telah diberi wakilah
oleh ayah Pemohon II, karena pada saat itu ayah kandung
Pemohon Il tidak bisa hadir karena sakit keras dan saksi nikahnya
bernama M. Akbar Rudin dan saksi sendiri dengan mahar berupa 6
(enam) mayam emas dibayar tunai;

- Bahwa sampai sekarang tidak ada masyarakat yang keberatan
dengan pernikahan para Pemohon;

- Bahwa tidak ada halangan syar’i terhadap pernikahan para
Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon | dan Pemohon Il
belum pernah bercerai;

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah
untuk melengkapi Administrasi yang memerlukan buku nikah dan
kepastian hukum pernikahan keduanya;

Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah menyampaikan kesimpulannya
secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada
permohonan dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan
Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Hakim
menunjuk berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dengan penetapan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang

Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, penyelesaian perkara antara
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orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan menjadi wewenang

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah;

Menimbang, bahwa perkara itsbat nikah merupakan kewenangan
absolut Mahkamah Syar’iyah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh
karenanya permohonan Pemohon | dan Pemohon Il secara formil dapat

diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon Il berdomisili di wilayah
hukum Mahkamah Syar’iyah Kota Lhokseumawe, oleh karena itu sesuai
ketentuan Pasal 142 R.Bg, maka perkara a quo merupakan kewenangan relatif
Mahkamah Syariyah Kota Lhokseumawe, oleh karenanya permohonan
Pemohon | dan Pemohon Il secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah telah mengumumkan
kehendak Pemohon | dan Pemohon Il untuk mengistbatkan pernikahannya
sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana Pengumuman
Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Nomor 14/Pdt.P/2021/MS.Lsm tanggal 11
Januari 2021, dengan demikian ketentuan sebagaimana petunjuk Buku Il
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tentang Itsbat
Nikah angka (11) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan angka 1 s.d
angka 7, Pemohon | dan Pemohon Il telah mengajukan bukti-bukti surat P.1

sampai dengan P.4 dan serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi kartu tanda penduduk)
bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti
tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan Pemohon I, sehingga
bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti
tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai
ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata;
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Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi kartu tanda penduduk)
bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti
tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan Pemohon II, sehingga
bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti
tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai
ketenatuan Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 merupakan asli surat keterangan
resmi yang dikeluarkan oleh pejabat terkait, isi bukti tersebut menjelaskan
mengenai hubungan Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami istri namun tidak
tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama di tempat tinggal para Pemohon,
sehingga bukti tersebut sangat relevan dan telah memenuhi syarat formil dan
materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan cukup, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1870 KUH

Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon | dan Pemohon Il
adalah fakta yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil
yang harus dibuktikan oleh Pemohon | dan Pemohon I, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon | dan Pemohon II
adalah fakta yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil
yang harus dibuktikan oleh Pemohon | dan Pemohon I, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim
berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon | dan Pemohon Il telah terbukti
kebenarannya, dengan demikian telah dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai ltsbat Nikah perlu dikemukakan abstrak

hukum sebagai berikut :
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1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat
1 disebutkan: “Perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut
hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”;
2. Kompilasi Hukum Islam:
a. Pasal 4 menyebutkan: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan
menurut hukum Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang
No. 1 Tahun 1974;
b. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan: “Perkawinan hanya dapat
dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
C. Pasal 7 ayat (2) menyebutkan: Dalam hal perkawinan tidak dapat
dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke
Pengadilan Agama;
d. Pasal 7 ayat (3) menyebutkan: “Salah satu itsbat nikah yang
dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah yang berkenaan dengan
adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang
No.1 Tahun 1974 dan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang
tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1
Tahun 19747,
e. Pasal 7 ayat (4), menentukan bahwa: “Yang berhak mengajukan
permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali

nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menentukan
bahwa rukun untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a). Calon Suami, b).
Calon Isteri, ¢). Wali nikah, d). Dua orang saksi dan e). ljab dan Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas
ternyata perkawinan Pemohon | dengan Pemohon Il yang dilaksanakan pada
tahun 2017 di Gampong Kandang, Kecamatan Banda Sakti, Kota
Lhokseumawe, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974, Jis. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (3) huruf d dan e, Pasal
14 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin fikih sebagaimana disebutkan dalam
kitab l'anatut Thalibin juz IV, halaman 254, yang selanjutnya diambil alih
sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :
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Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus
dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu itu yaitu adanya wali

dan dua orang saksi laki-laki yang adil.

Dan dalam Kitab Tuhfahjuz- IV halaman 133 yang berbunyi:

(1324 , asax) gL alslal alll 1,80 Judsg

Artinya : Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang telah
baligh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon | dan Pemohon Il

dipandang telah memenuhi alasan hukum, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi
kependudukan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum Pemohon |
dan Pemohon Il, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah dirubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka
Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Pemohon | dan
Pemohon Il agar mencatatkan pengesahan nikah ini ke Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara
dibebankan kepada Pemohon | dan Pemohon II;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan
ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar’i yang

berkenaan dengan perkara ini;
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Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon | (Ari Gunawan

bin Zakaria Tahir) dengan Pemohon Il (Ega Silvia binti Sabaruddin)
yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2017 di Gampong Kandang,

Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan
perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor
urusan Agama Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;

4, Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya
perkara sejumlah Rp 319.000,00,- (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2021
Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami
Drs. Azmir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Kamaruddin Abdullah dan
Fadhilah Halim, S.H.l., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu
juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

dibantu oleh  Khudaini, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh para

Pemohon;
Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Drs. Kamaruddin Abdullah Drs. Azmir, S.H., M.H.
Hakim Anggota,
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Fadhilah Halim, S.H.l., M.H.

Panitera,

Khudaini, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya proses Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Para Pemohon Rp200.000,00
4, Biaya PNBP panggilan Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai Rp 9.000,00
Jumlah Rp319.000,00

(tiga ratus sembilan belas ribu rupiah)
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